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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 121 TAHUN 2014

TENTANG

TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PEJABAT STRUKTURAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a.

bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas para Pejabat Struktural
di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta perlu
diberikan tunjangan transportasi;

. bahwa pengadaan kendaraan operasional jabatan bagi Pejabat Struktural
dipandang tidak efisien dan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan
Transportasi bagi Pejabat Struktural;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kclusi dan Nepotisme;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

. Undang-Undarng Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Psmerintahan Daerah
sebagaimana ielah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008; :

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus |bukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;,

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah,
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. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

.Nomor 38 Tahun 2008;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi
Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 fentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI
PEJABAT STRUKTURAL. ‘

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

%
2,

Daerah adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

. Gubernur adalan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

. Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki suatu

kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan
organisasi pemerintahan daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian daerah atau Pejabat Pemerintah Daerah
yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.



6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah
bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program selaku
Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

7. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan berupa uang Transport yang
diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural.

Pasal 2

Tunjangan Transportasi diberikan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas

sehari-hari Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta dan sebagai pengganti pengadaan kendaraan operasional jabatan

yang dipandang tidak efisien dan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

BAB I
PEMBERIAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
Pasal 3
Tunjangan Transportasi bagi Pejabat Struktural diberikan kepada :
a. Pejabat Eselon II;

b. Pejabat Eselon lll; dan
c. Pejabat Eselon |V.

Pasal 4

(1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas, Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 diberikan Tunjangan Transportasi.

(2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
setiap bulan.
Pasal 5

(1) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2) diperhitungkan sesuai dengan Eselonering.

(2) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
' Pasal 6
Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan
pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 7

Pejabat Struktural yang telah menerima Tunjangan Transportasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak diberikan kendaraan dinas operasional
jabatan dan uang perjalanan dalam kota.



Pasal 8

Alokasi anggaran dalam rangka pemberian Tunjangan Transportasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

BAB Il
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Bagi Pejabat Eselon Il diberikan pilihan untuk rhenggunakan fasilitas kendaraan
operasional jabatan atau Tunjangan Transportasi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 72047

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA: BIR@QHUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI»DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




Lampiran

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomér 121 TAHUN 2014
Tanggal 24 Juli 2014

BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

No.

Eselon

Tunjangan Transportasi per bulan

Pejabat Eselon

Rp 9.000.000,00

Pejabat Eselon Il

Rp 6.500.000,00

Pejabat Eselon IV

Rp 4.000.000,00

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO



